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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a, bahwa untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam
organisasi vang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan
kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten, maka perlu melakukan penvesuaian dan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembagz Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Mengingat .. . .
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Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ di Sulawesi
{Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI MNomor 1822) sebagaimana telah
diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4691};

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
—_— 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 47, Tamnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharzan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4355);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambzhan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4844);

: 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
S Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

| 4438

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4723);

. 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

.l Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Rl Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomer 31,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5121});

10. Peraturan. . . . .
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11.

12,

13.

14,
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Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263}
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI
Normor 4741);

15. Peraturan. . . . .
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16.

17.

18.

19,

20,

41
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Peraturan Pemerinteh Nomor & Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Rl Tahun
2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
5094},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010
tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi

Manusia;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
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23,

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Dacrah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran
Daerah Kkabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
5 Tehun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menetapkan

dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pasall . ...
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagai berilout :

1. Ketentuan BAB 11, Pasal 2 pada ayat (2] huruf a diubah, sehingga berbunyi
scbagai berikut :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan BAB 1V, Bapgian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai
bernkut
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3. Ketentuan BAB IV, Bagian Ketiga pada Pasal 10 avat (1) huruf e diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
e. Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik, membawahkan :
1. Sub Bidang Kewaspadaan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik

4, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana

tercantum dalam lampiran | Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB IV Bagian Keduabelas pada Pasal 19 ayat (1) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

a. Kepala Satuan;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Seksi Pengembangan Kapasitas;

Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Perlindungan Masyarakat,

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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6. Struktur. . . ..
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6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 Desember 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

W"*’L.-—-'

HIRO ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 2 Desember 2013

n

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

WA s

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013
NOMOR 9
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(
AMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEFULAUAN SANGIHE
NOMOR 9 TAHUN 2013
ANGGAL 2 Desember 2013
[ENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.A
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
STRUKTUR ORGANISBASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA BADAN
¥
mmmfm SEKRETARIS
¥ T w
[FRDGRAM. KELARGAN T4N FLIFUM: AN KEFE GAWAIAN W%I
FELAPORAN
] p =
: e — AT RS ERATT U —
PAREOL, ORIEMAS & LM BANGEA PENANGANAN KDNFLY PEMERIVTA-AN |
=== = MEs==1 b
|
> ; L 4
LECIRLATIF DAN EXEEMLITIF SRS § PEMAL e AN | [ REWASPADAAN | o i e
2 :_ _ﬁ 4
e "\m.waﬁm;m e PR |

UNIT PELAKSANA TEKMIS

BUPATI KEFULAUAN SANGIHE,
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HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA
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AMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
IOMOR 9 TAHUN 2013
ANGGAL 2 Desember 2013
ENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN FPOLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA SATUAN
o UNGeIONAL | SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEREGAKAN PERUNDANG- KETERTIBAN UMUM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN
UNDANGAN DAERAH KETENTRAMAN MASYARAKAT MASYARAKAT

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

UNIT PELAKSANA

SATPOL PP KECAMATAN f%w
HIRO S ROMPAS MAKAGANSA




( PEN.JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR © TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

. UMUM
5 Bahwa untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam organisasi
vang efisien, efektif dan rasional sesuai denpan kebutuhan dan
kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi, komunikasi antara Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu
menata kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008,

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dimana dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa " Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota menyesuaikan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten/Kota, dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menten im ditetapkan ", maka dengan demikian
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe
perlu disesuaikan dengan aturan dimaksud.

Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi® dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /[ Kota.
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Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut,
keberadaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organmisasi Perangkat Dacrah
perlu diadakan penataan kembali termasuk di dalamnyva pembentukan
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan
Sangihe. .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan
Daerah tentang Lembagas Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe ini ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan
daerah yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan Unsur Pelaksana
Otonomi Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara
umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupat.

PASAL DEMI PASAL
Peraturan Daerah ini terdiri Il (dua) Pasal.
Pasal |
Cukup julas.
Pasal I
Cukup jelas.



